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ABSTRAK

NURUL HILMI,2021. Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pert an, thupntan Gowa. Skripsi, Program

////J«uwo \\\

\
//"':;a“\\\\



ABSTRACT

NURUL HILMI, 2021. The Effect of Budget Use Transparency on the
Quality of Regional Financial Reports at the Department of Housing,
Settlement and Land, Gowa Reggncy. Thesis, Accounting Study Program,

Busing&& Obniversity of Muhammadiyah Makassar.
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BABI

PENDAHULUAN

mengefektifican pelaksanaan pembangunan warga perlu disertakan dalam
pengawasan, dan pengawasan masyarakat ini akan efektif jika
masyarakat mendapatkan informasi tentang pembiayaan program /



kegiatan. Masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak

untuk mengetahui (right to inform and right to know).

Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman( gan £ nahan. Peneliti memilih tempat ini

dari Kuliah Kerja Praktek
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kepada pemerintah. Dalam hal ini, pemeerintah juga yang tadinya relatif
tertutup ada baiknya sekarang lebih terbuka kepada masyarakat
Dikarenakan masyarakat disini memiliki hal untuk mengetahui informasi -
informasi seputar laporan keuangan yang akan dibuat oleh pemerintah.



Dengan begini maka kita bisa menekan tingkat korupsi di negara ini

sedikit demi sedikit.
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L 3 s
Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan

Pertanahan".




B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakangan yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah - Apakah

Pemerintah Daerah.
2. Secara Praktis
a. Bagi Peneliti



Dapat dijadikan sebagai wahana untuk latihan dan studi
agar lebih mengerti dan memahami faktor — faktor banding antara

teori yang diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan praktek
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KAJIAN PUSTAKA

A. Transparansi

dicapai.
2. Tujuan Transparansi

Tujuan dari transparansi adalah untuk menjelaskan tentang

bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan. Dengan adanya

b




penjelasan secara transparan, masyarakat akan tahu tentang apa
yang telah dilakukan suatu organisasi, berapa besar anggaran yang
digunakan, serta bagaimana hasil tindakannya (Kama,2011).
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fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat
pemerintah saat Ini memiliki kewenangan mengambil berbagai
keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak. Pemerintah
harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang



dikerjakannya. Dengan  demikian, transparansi  menjadi
instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari
perbuatan korupsi.
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dari masing-masing tingkat pemerintahan.
b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. Yang
meliputi ©



1) Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses
penganggaran).
2,) Diumumkan setiap kebijakan anggaran.
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apabila memenuhi peraturan berikul yang tertutang dalam

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014,

a lLaporan realisai dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat
secara terlulis.
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b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain
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Yang dimaksud dalam hal ini adalah anggaran dapat
memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan
perusahaan,
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b. Koordinasi

Koordinasi bertujuan agar anggaran dapat mempermudah

koordinasi antar — bagmn di dalam perusahaan / organisasi.

sebenarnya kurang diperiukan.

f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang
dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
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4. Fungsi Anggaran
Menurut Nafarin (2013:5), seluruh fungsi anggaran di dalam
suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok,

mengelola bahan tersebut, mencari lenaga kerja dengan

kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan
untuk menghasilkan produk yang direncanakan, dan sebagainya.
¢. Actuating (Menggerakkan)



Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka
lugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan
mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan
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mengandung umur ketidakpastian,
b. Menyusun anggaran yang cermat memeriukan waktu, uang, dan
tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan
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mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan
akurat.
c. Bagi pihak yang merasa dipaksa unluk melaksanakan anggaran
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penjualan (sales budget) terlebih dahulu menyusun ramalan
(sales forecast). Dalam tahap persiapan anggaran ini, biasanya
diadakan rapat atas bagian terkait saja.

¢. Tahap Penentuan Anggaran



Pada tahap ini, semua manajer dan direksi mengadakan rapat
meliputi keiatan :

1.) Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap
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penyelenggaraan pemerintah pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
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Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis
akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para

pemangku kepentingan. baik para pengguna maupun pemeriksa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pelaporan
keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para
pengguna dalam menilal akuntabilitas dan membuat keputusan, baik



keputusan ekonomi, sosial, maupun politikk dengan cara sebagai
berikut :

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan

% G S
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NO 4 (SFAC NO .4) adalah sebagai berikut -
a8 Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat
diberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon

penyedia sumberdaya, serta pemakai dan calon pemakal lainnya
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dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai sumber
daya organisasi,
b. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon

i dan calon pemakai lainnya

g, diberikan oleh organisasi

memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas,
mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai
faklor — faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas

organisasi.



g. Memberikan informasi dan interprestasi untuk membantu
pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.
3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

.
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Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan
dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris

yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan
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saldo akhir kas pemerintah pusat / daerah selama periode
tertentu,

*
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adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan
pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki,



a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila

informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi
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secara intemnal dan eksternal




e. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat
dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk, serta
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1 Kegiatan BSPS (Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya)
2. Kegiatan PSU ( Prasarana Sarana Ulilitas)
b. Bidang Permukiman

1. Kegiatan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)




¢ Bidang Pertanahan
1. Kegiatan Prisitipikatan Asset Pemda

2 Kegiatan Izin Pengunaan Dan Pemanfaatan Tanah Negara

E. Penelitian Terdahulu
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aparatur.




pertanggungjawaban
secara periodik.
3 Nur Laila | Pengaruh Berdasarkan hasil analisis
Yuliani yajl dapat disimpulkan bahwa
(2017, Jurnal
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Akuntabilitas
Pengelolaan

Keuangan Daerah
| is 2. Aksebilitas

Transparansi dan
Akuntabilitas

nilai signifikansi 0,000
yang berada dibawah
atau lebih kecil 0,05.
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Keuangan Daerah

(2015, Jumnal | Transparansi

Kebijakan Anggara Melalui
dan E-Governtment




Manajemen | (Studi tentang | dilaksanakan dengan baik.

Publik, ISSN | Penganggaran di | Namun proses

2303 - 341) | Pemerintahan penganggaran secara
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una informasi
pengg

keuangan serta perlu
mensosialisasikan  tujuan

penggunaan anggaran
dengan sebaik — baiknya




pengelolaan ADD. Namun

dari sisi administrasi masih
diperiukan adanya
perbaikan sehingga periu

dilakukan dengan cara
mengumumkan
pemasukan pengeluaran,
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serta menempel laporan
keuangan sederhana di
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3. Struktur Organisasi dan Job Description
a. Struktur Organisasi

KEPALA DINAS

{LAH SIRAJUDDIN,M,5i

¥\

A 'S

PERATURAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN

MISBAHUDDIN,SH

gambar 4. 1
struktur organisasi

TAUHID,5.HUT M.5I




b. Job Description
1. Kepala Dinas
Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati

Kepala bidang perumahan mempunyal tugas pokok
membantu kepala dinas dalam memimpin dan melaksanakan

tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas,
memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan




melaporkan penyelengaraan tugas dibidang perumahan
berdasrkan pedoman/ peraturan/ petunjuk/ yang berlau
agar/supaya/ untuk tercipta kelancaran tugas.
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yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi,
memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,
mengevaluasi dan melaporkan penyelengaraan tugas di bidang
pertanahan.
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Bidang Pertanahan teridri dar:
a  Seksi Pengamanan Tanah Negara
b Seksi Pengadaan dan Pengunaan Tanah
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pada Dinas Prumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Gowa untuk jenis kelamin laki — laki iyaitu sebanyak 26

pegawai dan 32 responden atau 81,25Persen, sementara untuk jenis



kelamin wanita yaitu sebanyak 6 pegawai dari 34 responden atau
18, 75Persen.
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3. Pendidikan
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1 | Kepala Dinas 1 294 %
2 | Sekretaris Dinas 1 2,94 %
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34 1 24 20.03 3.424

Valid N (listwise) 34
Sumber - output SPSS 24
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D. Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu

instrumen dengan me

I\
i
|

.
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Tabel 4.7
Uji Validitas Laporan Keuangan Daerah
NO. Thitung Fatel Keterangan
1 0,682 0,338 Valid
2 Valid
3 Valid
Sum
\ 4
@ A A ¢
)
\J
U
(}
2 )
0
C
4 \
Penggunaan 0.801 0.60 Reliabel
Anggaran (X)
Laporan
0.740 0.80 Relabel
Keuangan




Daerah (Y)

Sumber : Output SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai Cronbach’s Alpha

untuk wvarigbel X dan Y

wilheidlaus
3. Uji Refires

Berdasrkan hasil persamaan regresi diatas, dapat diketahui
dengan nilai sebagai berikut.



1. Konstanta sebesar 3779 yang artinya semua variabel independen
dianggap konstan kinerja pegawal pada kantor Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa sebesar 3,779.

2. Transparans| penggunaan afif@aran (X) menunjukan nilai koefisien

\Q\p\KASs q

,; \\‘\\mhh// /
) \“ Sy

.




Tabel 4. 10
Uji Koefisien Determinasi
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Sumber : output SPSS 24
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Berdasarkan hasil dari olah data diatas, maka pengujian
hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan table diatas,
diperoleh nilai koefisien regresi untuk Variabel Penyajian Laporan

Keuangan Daerah sebesa dengan signifikansi 0,000. Hal ini

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas

laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah (SAP) dan mudah diakses oleh semua pihak yang

berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap

e
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pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas public sehingga efisiensi dan efektivitas

pengeluaran pemerintah tetap terlaksana dengan baik, serta mampu

berpengaruh positif terhadap transparansi Laporan Keuangan Daerah.
Penyajian laporan keuangan menurut Putu Sri Wahyuni berpengaruh
signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah. Akuntabilitas dan transparansi menurut Binti Sa'ada adalah
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anggaran yang sudah dilaksanakan dengan baik. Namun proses
penganggaran secara manual masih rawan terjadinya penyimpangan

anggaran. Selain itu, tertutupnya proses penganggaran yang dilakukan

Laporan keuangan menurut Ni Ketut Juni Kalmi Dewi, Anant
awikarma Tungga Adtmaja, Nyoman Trisna herawai menyatakan hasil
penelitian menunjukkan bahwa Sumber pemasukan reguler dadia berasal
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dari peturunan (iuran wajib), pengampel (iuran wajib bagi warga dadia di

luar Bali) dan pendapatan bunga pinjaman. Pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan di dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara

mengumumkan pemasukand péngeluaran, serta menempel laporan

e pﬁKA Se
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langsung terhadap satisfaction (Kepuasan) Pemerintah yang tidak
mempublikasikan informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten
dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Umumnya pemerintah yang

tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka

e



kurang baik dan belum berhasil. Oleh karena itu diperiukan transparansi
pengelolaan keuangan daerah berupa penyediaan informasi pengelolaan
keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah yang merupakan

salah satu upaya pencegah ndak pidana korupsi, karena adanya
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Pengungkapan informasi laporan keuangan ini dapat

diimplementasikan melalui media soaial internet berupa penyaljian di
halaman web masing-masing Pemerintah Daerah. Hal tersebut dipicu
karena kebutuhan akan informasi realtime telah menjadi kebutuhan
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utama Informasi melalui website yang bersifal dinamis diharapkan
mampu memberikan aliran informasi yang optimal antara pemerintah dan
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Daerah dengan arah koefisien regresi positif , sehingga dengan demikian
hasil pengujlan untuk hipotesis tersebut diterima. Ini berarti Kualitas

P
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Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Transparansi Penggunaan Anggaran

Penelititian tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Salomi

(2015) pada Kota Amhuuniukan bahwa penyajian Laporan
aelz BE s dan signifikan terhadap

2. Bagi Pihak Satuan Kera Perangkat Daerah disarankan dafam
menyusun anggaran agar melibatkan masyarakat, melibatkan
seluruh fungsi memberikan informasi yang terkait dengan tujuan
penggunaan anggaran.



3. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan teoritis bahwa untuk
mendapatkan laporan kuangan yang berkualitas maka periu
transparansi, terbuka pada masyarakat,
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e. Uji Parsial (Uji T)
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